; PENGUMUMANI PERATURAN PEMERINTAH

SURAT DAFTAR FORMULIR, DAN LAPORAN
YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN

PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2016,
tanggal 31 Maret 2016)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : -

a.

bahwa ketentuan mengenai tata cara penghapu-
san piutang pajak dan penetapan besarnya peng-
hapusan telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012;

bahwa ketentuan mengenai tata cara pembayaran
dan penyetoran pajak telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014;
bahwa ketentuan mengenai tata cara penerbitan
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
dan tata cara pelaksanaan penagihan Pajak Bumi
dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan telah diatur dalam Keputusan Di-
rektur Jenderal Pajak Nomor KEP-503/PJ./2000;
bahwa ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan
kode kartu, formulir, surat, dan buku yar:ig di-
gunakan dalam pelaksanaan penagihan pajak
dengan Surat Paksa telah diatur dalam Kepu-
tusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/
PJ./2001 tentang Bentuk, Jenis, dan Kode Kar-
tu, Formulir, Surat, dan Buku yang Digunakan
dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak ‘dengan
Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
474/PJ./2002;

bahwa ketentuan mengenai petunjuk pelaksa-
naan penyanderaan dan pemberian rehabilitasi
nama baik Penanggung Pajak yang disandera
telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003;

bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi nota
penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pa-

jak serta bentuk dan isi surat tagihan pajak telah
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi
Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Keteta-
pan Pajak Serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pa-

jak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

, Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2014;

bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksa-
naan pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan
penanggung pajak yang tersimpan pada bank
dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Pak-
sa telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-24/PJ/2014;

bahwa ketentuan mengenai tata cara pengusu-
lan dan tindak lanjut penghapusan piutang pajak
telah dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jen-
deral Pajak Nemor SE-13/PJ/2013;

bahwa pemblokiran terhadap rekening simpanan
Penanggung Pajak belum sepenuhnya efektif ber-
jalan karena nama Penanggung Pajak tidak ter-
cantum dalam Surat Paksa;

bahwa ketentuan mengenai surat dan daftar yang
digunakan dalam rangka permintaan pencegahan,
perpanjangan, dan pencabutan bepergian ke luar
negeri kepada Menteri Keuangan periu ditetapkan
dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d,
huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf
J, dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagi-
han Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Ta-
hun 2000, perlu menetapkan Peraturan Direktur
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__ PENGUMLIMAN/PERATURAN PEMERINTAH

Jenderal Pajak tentang Surat, Daftar, Formulir,
dan Laporan yang Digunakan dalam Pelaksanaan
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Mengingat :
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Un-
dang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Nomor 4999);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa {Lembaran

.Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomeor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 3987);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000
tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang
Dikecualikan dari Penjuatan Secara Lelang Dalam
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4050);

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000
tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan,
Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan
Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Re-

10.

11.

12.

13.

publik Indonesia Tahun 2000 Nomeor 249, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 4051);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 ten-
tang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5268);

Keputusan Menteri 562/
KMK.04/2000 tentang Syarat-syarat, Tata Cara

Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pa-

Keuangan Nomor

jak;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/
KMK.04/2000 tentang Pemblakiran dan Peny-
itaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang
Tersimpan pada Bank Dalam Rangka Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/
KMK.C4/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Surat Paksa dan Penyitaan di-Luar Wilayah Kerja
Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa; .

Nomer 85/

Cara

Keputusan Menteri Keuangan
KMK.03/2002 tentang Tata
an Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piu-

Penyita-

tang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa sebagaimana telah diubah den-
gan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/
PMK.03/2006; '
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/
PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan
Penagihan Seketika dan Sekaligus' sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomeor 85/PMK.03/2010;

Peraturan Menteri Nomor 68/
PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan

Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Pengha-

Keuangan

pusan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/
PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembavéran
dan Penyetoran Pajak; '
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14. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
503/PJ./2000 tentang Tata Cara Penerbitan Su-
rat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan
Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan;

15. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
168/PJ./2001 tentang Tata Cara Pemberian
Kode Surat, Laporan, Formulir, Kartu, Daftar,
dan Buku yang Digunakan dalam .Administrasi
Perpajakan;

| 16. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

645/PJ./2001 tentang Bentuk, Jenis, dan Kode

Kartu, Formulir, Surat, dan Buku yang Digunak-

an dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan

Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

474/PJ./2002; ’

17. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pe-
nyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama
Baik Penanggung Pajak yang Disandera;

18. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/
PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran
atau Penundaan Pembayaran Pajak;

19. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/
PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitun-
gan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta
kBentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-23/PJ/2014;

20. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
.Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan
Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank
Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TEN-

— PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

TANG SURAT, DAFTAR, FORMULIR, DAN LAPO-
RAN YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.

Pasal 1
Surat, daftar, formulir, dan laporan yang di-
gunakan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan
Surat Paksa ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2 !
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mu-
lai berlaku:

a. Formulir yang ada pada Keputusan Direktur Jen-

. deral Pajak Nomor KEP-503/PJ./2000 tentang
Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pa-
jak Bumi dan Bangunan dan Tata Cara Pelaksa-
naan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
645/PJ./2001 tentang Bentuk, Jenis, dan Kode
Kartu, Formulir, Surat, dan Buku yang Digunak-
an dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
474/PJ./2002, dicabut dan dinyatakan tidak ber-

laku.

Pasal 3
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan-di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2016
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
KEN DWIJUGIASTEADI

(BN)
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